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GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) huruf
e dan huruf f dan Pasal 110 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
b. bahwa belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan terdapat
kebutuhan untuk mendanai keperluan mendesak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
daerah;
c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan  Gubernur tentang Pengeluaran Kas
Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757); ’

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6831);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6731);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan
Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara
Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1071), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
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Manusia Republik Indonesin Nomor 31 Tahun 2017
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara
Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1753);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.
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Pasal 1
Peraturan Gubernur ini menjadi dasar pengeluaran Kas
Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menjamin
kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan

dacrah Provinsi Papua Barat Daya.

Pasal 2
(1) Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk

mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 3
(1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah

yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun
anggaran berkenaan, seperti:

a. belanja pegawai antara lain:
1. Belanja gaji dan tunjangan yang diberikan
kepada ASN termasuk tambahan
penghasilannya;
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2. Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah serta penghasilan dan
penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

b. belanja barang dan jasa antara lain

1. Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi;
Belanja Penyediaan Sumber Daya Air;
Belanja Penyediaan Sumber Daya Listrik;
Belanja konsumsi untuk penyelenggaraan rapat;
Belanja Penyediaan jasa pengamanan kantor;

Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas;

oMo

Belanja Jasa Pemeliharaan Rutin Berkala.

c. Belanja Perjalanan dinas yang harus segera
dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas untuk
kepentingan prioritas daerah san atau
melaksanakan amanat peraturan perundang-
undangan.

(2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah belanja untuk
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan
Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan,
kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak
ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga
pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya
sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf ¢ antara lain penanganan gangguan keamanan.

(4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d antara lain
a. Kkegiatan pemerintah daerah yang apabila tidak

dilaksanakan akan mengganggung pelayanan
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masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja
Pemerintahan Daerah; dan/atau

b. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 4
(1) Pengeluaran Kas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3
untuk setiap bulan setinggi-tingginya adalah secbesar
seperduabelas dari perkiraan APBD tahun anggaran
2023.
(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilampaui apabila terdapat, antara lain:
a. Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan
tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
b. Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan
gubernur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari peraturan gubernur ini.

Pasal 5
Penyediaan dana untuk kebutuhan belanja yang bersifat
mengikat dan belanja yang bersifat wajib disesuaikan
dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana
Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 6
Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran
mengajukan Surat Perintah Membayar kepada pejabat yang
melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 7
(1) Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan
Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pengeluaran Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur
tentang Pengeluaran Kas Mendahului APBD menjadi
bagian yang diperhitungkan dalam pelaksanaan

peraturan Gubernur ini.

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat
Daya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 4 - 1 - 2023
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA’AD
Diundangkan di Sorong
pada tanggal 4 -1 - 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 1

i dengan aslinya,
h Biro Hukum,
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